SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan

Mengingat

: 1.

Bupati Bulungan Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan,
ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
ditetapkan oleh Bupati Bulungan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bulungan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara



10.

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan



Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun
2011 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 23);

15. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 35 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun
2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN.

BAB I



KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

N o Os W

Daerah adalah Kabupaten Bulungan;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;

Bupati adalah Bupati Bulungan;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan;

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh Pegawai
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efesien dan efektif, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap
Peraturan Perundang-Undangan, yang diselenggarakan secara
menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
sampai dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di
lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan;

Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disinfkat APIP adalah
instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan / atau
pemerintah daerah;

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat telah dilaksanakan
sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan
efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewuwujudkan Tata

Pemerintahan tang baik;

10. Aparat Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat

11.

Kabupaten Bulungan terdiri dari pejabat Struktural, Auditor, Pejabat
Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan staf yang
ditugaskan oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan dan
pemantauan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut
Pimpinan APIP adalah Inspektur sebagai pimpinan Lembaga
Inspektorat Kabupaten Bulungan yang berwenang melakukan fungsi

sistem pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Bulungan;



12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

(1)

Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan;

Audit adalah proses indentifikasi masalah, analisisdan evaluasi bukti
yang dilakukan secara independen, objektif dan professional
berdasarkan standard audit untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, efektifitas, efesiensi dan keandalan informasi mengenai
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi di lingkungan pemerintah;
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestai
suatau kegiatan dengan standard, rencana atau norma yang telah
ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau
kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

Auditi adalah Objek yang diaudit / diperiksa;

Kegiatan Pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai
pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan
dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil
pengawasan;

Petunjuk Pelaksanaan Penyelengaraan SPIP adalah petunjuk
pelaksanaan atas Peraturan Bupati Bulungan tentang
Penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan, Strategi, Metodologi
Penerapan, dan penintegrasian seluruh aktivitas manajemen
Pemerintah Daerah, untuk memastikan bahwa unsur SPIP telah
terpenuhi dan terbangun dalam program/kegiatan Pemerintahan
daerah/Perangkat Daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan;

Standard Audit adalah ukuran minimal berupa pedoman kerja, batas
tanggung jawab, Alat Pemberi perintah, alat pengawasan yang harus

dicapai oleh APIP dalam menjalankan tugas auditnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan ini digunakan sebagai acuan dan/atau petunjuk bagi setiap
Satuan Tugas SPIP dalam melaksanakan penerapan SPIP di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan;



(2) Petunjuk pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bulungan tercantum dalam Lampiran [, Lampiran II, Lampiran III,
Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI, yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Tanjung Selor
Kepala Bagjan Hukum, pada tanggal 26 Februari 2019

BUPATI BULUNGAN,

'I/ ttd
ATA,SH.,MM

JOTAM L.
Pem TK.I/ IVb
NIP. 19630506 199203 1 009 SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd
SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 8



